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BAB I
PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu
dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama
pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat
mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin
baik tata kelola pemerintahan maka semakin cepat pula perputaran roda

pembangunan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang
efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola
Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang

berkepentingan.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kota Padang Panjang 2018-2023 terkait dengan Reformasi Birokrasi. Hasil
yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan
bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN).

Reformasi Birokrasi juga mendorong Pemerintah Daerah agar manfaat
keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi Reformasi Birokrasi mendesak
Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi
mampu menunjukkan perfoma/kinerjanya. Birokrasi juga harus lebih

lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif

dan efisien.
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Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan
berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadari dan dibangun bersama

tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan
(road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola
reformasi  birokrasi untuk melakukan langkah-langkah  konkrit

memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran
penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik. Hasil-
hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada
periode sebelumnya menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada tahapan selanjutnya.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan
dengan Road Map sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang
diperbaharui, yaitu :

1. Road Map harus menekankan hal-hal yang bersifat implementatif
dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk
menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai
dengan unit kerja terendah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi
berjalan sampai dengan tingkatan paling rendah.

3. Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif dan antisipatif
sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan dan permasalahan
Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata,
namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja,
namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak
perubahan yang lebih baik. Namun demikian, perubahan itu harus tetap
terukur, harus selalu dapat direncanakan arah perubahan itu sendiri.

Disisi lain, kita bersama juga menyadari, bahwa pelaksanaan
reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan
masyarakat dan dunia usaha. Disana sini masih kita jumpai
penyimpangan oleh aparatur. Untuk itulah kita perlu mengevaluasi

pelaksanaan program reformasi birokrasi ini bersama-sama.

Kita ...
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Kita sudah memiliki peraturan dan kebijakan tentang reformasi
birokrasi, namun pelaksanaanya masih banyak yang belum sesuai dengan

harapan. Itulah yang harus kita perbaiki bersama.

BAB II...
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BAB Il

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

A. GAMBARAN UMUM

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 0° 27’ - 0° 30’
Lintang Selatan dan 100° 20’ - 100° 27’ Bujur Timur (BPS), atau
terletak pada 0026 48,30’ Lintang Selatan sampai dengan 0029’ 31,94
Lintang Selatan dan 100 020’ sampai dengan 1000 20‘ Bujur Timur
sampai dengan 1000 27° Bujur Timur. Posisi Kota Padang Panjang
sangat strategis karena terletak pada lintasan regional vyang
menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota
Payakumbuh, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu
Kota Padang Panjang juga berada dijalur perlintasan yang
menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera
Utara dan Provinsi Riau. Mengingat belum disepakatinya batas wilayah
administrasi Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar,
maka luas wilayah Kota Padang Panjang disajikan melalui
perbandingan dua data. Kota Padang Panjang memiliki luas + 23,00
km2 setara dengan * 2.300 Ha (BPS) dan + 2.973,54 Ha (Peta wilayah
perencanaan RTRW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia
ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor
Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang
Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing
kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Berdasarkan peta wilayah
perencanaan RTRW, Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai
berikut :
> Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten

Tanah Datar)
> Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten

Tanah Datar)
> Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten

Tanah Datar) dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kayu Tanam

(Kabupaten Padang Pariaman)

> Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten

Tanah Datar).

Adapun
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Adapun masing-masing kelurahan di Kota Padang Panjang terdiri

atas :

L

2.

Kecamatan Padang Panjang Timur memiliki Kelurahan :
a.Ganting;

b.Sigando;

c.Ekor Lubuk;

d.Ngalau;

e.Tanah Pak Lambik;

f.Guguk Malintang;

g.Koto Panjang; dan

h.Koto Katik.

Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki Kelurahan :
a.Silaing Bawah;

b.Silaing Atas;

c.Pasar Usang;

d.Bukit Surungan;

e.Pasar Baru;

f.Kampung Manggis;

g.Balai-Balai; dan

h.Tanah Hitam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, ditetapkan Visi “KOTA YANG
MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI” yang mempunyai makna :

Maju, ditandai dengan sarana dan prasarana dengan standar kota
antar bangsa/internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang
tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan
penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik;
serta produktivitas yang makin tinggi; perekonomian ditandai dengan
struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh,
pertumbuhan ekonomi vyang tinggi, pendapatan masyarakat

meningkat, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
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Sosial politik ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan
publik, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya ketenteraman
dan ketertiban umum, serta meningkatnya peran serta rakyat secara
nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya
supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.

- Lestari, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan
pembangunan  tidak  semata  diorientasikan pada  upaya
menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak
pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota
berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia.

- Islami, akan menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan

etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Padang Panjang
telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, yakni :
1. Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat;
2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian;
3. Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari;
4. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan
Sarana; dan

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan pembangunan serta
program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala
daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan
mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang
akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang
baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi
pembangunan jangka menengah daerah merupakan Visi Walikota dan
Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau
kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa

jabatan selama S (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Gambaran umum birokrasi saat ini dapat dilihat dari organisasi
perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang
telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panja:F

Nomor 7 Tahun 2019.
Pemerintah f
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Pemerintah Kota Padang Panjang telah membentuk Organisasi

Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota, sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah;

2. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat;

4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan;

a. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan;

10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

N1 /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pariwisata;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pangan dan Pertanian;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran

penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-

hasil yang telah diperoleh oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada

periode 2014-2018 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada tahapan selanjutnya.

Karenay..
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Karena itu juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dimana untuk
mencapai Visi dilakukan melalui beberapa misi pembangunan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan
yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi
harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang
terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “UNTUK KEJAYAAN PADANG
PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”, untuk mencapai
Visi dilakukan melalui beberapa misi pembangunan.

Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di
atas adalah :

-  Untuk Kejayaan Padang Panjang : Artinya menciptakan kondisi atau
keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih
berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi
seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang berfalsafah
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kejayaan Padang
Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang
menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan tingkat perekonomian yang
tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan
baik.

- Bermarwah : Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada
kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan.
Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota
Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi
Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah
berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang yang
ditandai dengan SDM vang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi
dan berbudaya.

- Bermartabat : Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota
yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang
Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan
memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk
dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan
berbagai prestasi di berbagai bidang.

Bermartabat "}
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Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang
peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat,
meningkatnya pasrtisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi
birokrasi

Adapun keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang

Panjang.

- Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah
Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan diprioritaskan
pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang
berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi
kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi
unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam
rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga
dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

- Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM
masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya. Pembangunan
diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

- Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif,
Inovatif dan Partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan
pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang
berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional,
efisien dan efektif, tranparan, visioner dan partispatif serta supremasi
hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran pembangunan di Kota Padang

Panjang adalah:
a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik
kinerja  Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga

penyelenggaraan pemerintahannya.

Keberhasilan k

/
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Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian predikat
sistim akuntabilitas kinerja pemerintah dan pada tujuan ini juga
dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan

menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan.

b. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah
memberikan pelayanan yang maksimal kepada ~masyarakat.
Masyarakat saat ini mendambakan aparatur yang melayani.
Keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas
ditandai dengan tidak adanya keluhan terhadap pelayanan publik oleh
masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) yang meningkat.

Selanjutnya untuk mewujudkan pelayanan umum dan partisipasi
masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif,
inovatif dan partisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang
direncanakan antara lain program e-governance dengan kegiatan Command
Centre dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan
pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan
melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang Smart City,
Kota Cerdas dan Berintegritas.

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya
dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin
dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan
untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan
secara umum di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang. Hal
tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan
penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip
akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif,
transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum.

Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan
vang bersih dan bebas KKN yang dimulai dengan :

1. perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
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2. peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan

3. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

B. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya telah
membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola
pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret
ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road
Map Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau
diantaranya kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan dan
implementasi program Reformasi Birokrasi.

1. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan yang tertera dalam Road Map ini bersifat sebagai
panduan umum dalam menyediakan sebuah indikator yang
minimum perlu dicapai. Aspek ini menjadi pertimbangan
mengingat kemampuan yang ada sehingga perlu penyesuaian
target capaian Reformasi Birokrasi.

Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi
kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis virtue
yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan
komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang
diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan masyarakat
menjalani era digital.

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang telah
disinkronkan dengan RPJMD dan target capaian dari setiap
sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun juga
mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek
sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini
berangkat dari paradigma governance yang menjadi salah satu
kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penggunaan
paradigma governance menuntut Pemerintah Daerah untuk
melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan
dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan
demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah

satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.
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Area Perubahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera
dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan
untuk dijalankan.

Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan
dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan
klasterisasi/regrouping area  berdasarkan sasaran yang
ditargetkan. Harapannya, dalam Road Map baru ini tidak akan
lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing
area.

Selain itu klasterisasi/regrouping area perubahan, muncul
usulan dari pemerintah daerah untuk diberi keleluasaan dalam
memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan
kebutuhan di instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas,
delapan area perubahan dapat menjadi semacam “list of priority”
yang masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk
menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program
yang relevan.

Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang
sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan
dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi
Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan balik hasil
pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini
terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang
menjadi focus pembangunan antara ;lain :

- manajemen perubahan;

- deregulasi kebijakan;

- penataan organisasi;

- penataan tatalaksana;

- penataan SDM aparatur;

- penguatan akuntabilitas;

- penguatan pengawasan; dan

- peningkatan kualitas pelayanan publik.



-18-

Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi telah menjadi
prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi
Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan,
secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak
hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun
eksternal pemerintah.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
khususnya di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa
berbagai program Reformasi Birokrasi minim value karena para
aparatur di Pemerintah Daerah tidak memahami filosofi program
yang bersangkutan.

Program seringkali diadopsi dari daerah lain yang dianggap
berhasil, meskipun secara kontekstual tidak sesuai dengan
kebutuhan daerah yvang mengadopsi program tersebut. Hal ini
terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program
reformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan
hanya sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi yang
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik
yvang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area
perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi
menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan
menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa
akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain.
Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi
pencapaian indikator lainnya.

Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi
Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada pada upaya dan
hasil. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan

Organisasi.

Dalam mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk
melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka

diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti

Denglﬂﬁ

paradigma yang lama.
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Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), Aparatur Sipil Negara
semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih
berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja
untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Hal ini mendorong peningkatkan kualitas kinerja Aparatur
Sipil Negara dalam pencapaian target kinerja yang dikaitkan
nantinya dengan perubahan mindset dan juga budaya kerja.
Dengan adanya aturan ini menjadikan setiap Apatur Sipil
Negara untuk melakukan kinerja semaksimal mungkin, yang
nantinya akan dihubungkan dengan penerimaaan tambahan
penghasilan yang disesuaikan dengan target kinerja yang

sudah dicapai.

. Deregulasi Kebijakan

Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga
dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Pemerintah
Kota Padang Panjang telah mengeliminasi berbagai
kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan
birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Terutama yang

terkait dengan kemudahan perijinan.
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c. Penyederhanaan Organisasi

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana
untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien
upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan
struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka
diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung

ke fungsional.

d. Perbaikan Tata Laksana

Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun
Pemerintah Daerah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan
kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan
penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

Untuk Kota Padang Panjang telah diatur mengenai tata
naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor S50 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang, yang pelaksanaannya sudah
mulai dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi
e-office. Hal ini dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan
dalam hal persuratan dinas, sehingga tidak berbelit-belit dan

tidak melewati prosedur yang panjang.

e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas
kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan

instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat

Nt

Pembina Kepegawaian.
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Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan Aparatur Sipil
Negara yang baik dimulai dari :
- perbaikan sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara.

Perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif
berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer
Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip
pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan,
bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga
pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan
akuntabel.

Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung
(real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan
langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian). Sejak
pengadaan CPNS tahun 2017, Kota Padang Panjang telah
menggunakan sistem CAT dalam pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD). Sehingga nantinya akan didapat
Aparatur Sipil Negara yang benar-benar kompeten dan
sesuai dengan kebutuhan instansi.

Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta
pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, begitu juga dengan penentuan
kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai ambang
batas (passing grade) yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi nilai ambang batas kelulusan/passing grade
akan diambil kelipatan tiga besar berdasarkan alokasi
kebutuhan/formasi  masing-masing  jabatan untuk
mengikuti Seleksi Kompentensi Bidang. Tahap akhir
penilaian akan dilakukan integrasi nilai Seleksi Kompetensi
Dasar dan Seleksi Kompentensi Bidang untuk menentukan
peserta yang berhak dinyatakan lulus akhir seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil.

Hal ...

1
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Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan
Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten, dan
melayani, setiap Aparatur Sipil Negara wajib memiliki
standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil
serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosio
kultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan
dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan

pelayan masyarakat.

- diterapkannya Talent Pool Aparatur Sipil Negara

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong
terciptanya Aparatur Sipil Negara unggul dan berdaya saing
tinggi adalah diterapkannya Talent Pool Aparatur Sipil
Negara sebagail dasar pengembangan karier Aparatur Sipil
Negara yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.

Talent Pool Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat
mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi Aparatur
Sipil Negara melalui penerapan sistem promosi terbuka,
transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur
juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan
pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan
manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja
pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta
pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil

penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

f. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran.

Kota Padang Panjang masih terus mendorong penguatan
Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di seluruh
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang. Hasil dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah menciptakan organisasi
vang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara

efektif dan efisien.
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g. Penguatan Pengawasan.

Penguatan Pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemerintah

Kota Padang Panjang, diantaranya :

Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi

Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan

percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan

pelayanan yang prima (WBBM).

Fokus pembangunan Zona Integritas adalah pada unit kerja

yang mampu membangun budaya anti korupsi dan

memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat. Kota Padang Panjang

telah menetapkan empat unit layanan, yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

3. Puskesmas Kebun Sikolos; dan

4. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pemerintah Kota Padang Panjang juga mendorong

partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan

pelayanan publik. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), masyarakat

dapat memberikan aduan, masukan ataupun apresiasi atas

pelayanan publik. Namun untuk aplikasi ini masih belum

berjalan secara maksimal. Sementara untuk pengaduan

masyarakat juga ditampung melalui Aplikasi LAPOR WALI

yang difasilitasi oleh Inspektorat. Ke depannya aplikasi ini

akan diintegrasikan ke dalam Sistem SP4N-LAPOR!.

Inovasi Pelayanan Publik

Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan

publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang

dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat

dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik

untuk memberikan pelayanan vyang lebih baik daripada

Pencapaian A//

biasanya.
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Pencapaian Ukuran Keberhasilan
Road Map Reformasi Birokrasi s/d Tahun 2019

Sasaran Indikator Satuan | Target |Realisasi
2019 2019
Birokrasi  yangl. Opini WTP atas Laporan| Opini WTP WTP
bersih dan Keuangan
akuntabel 2. Tingkat Kapabilitas APIP Level 2,90
3. Tingkat Kematangan| Level 2,850
Implementasi SPIP
4. Predikat SAKIP Kota Predikat B B
(60,1) | (60,64)
Birokrasi  yangl. Indeks Reformasi Birokrasi| Skor 62 63,49
efisien dan| Rata-rata Nasional
efektif 2. Indeks Profesionalitas ASN Skor 60 65,82
3. Indeks e-Government 1811{23 1,86 2,67
Nasional/SPBE U
irokrasi yang\l. Survei Kepuasan 75 80
emiliki Masyarakat (Unit Pelayanan =
elayanan publik Publik)
berkualitas 2. Indeks Pelayanan Publik|Predikat B B
Nasional
3. Survei Kepuasan|Predikat| Baik Baik
Masyarakat

C. PERMASALAHAN/HAMBATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas

nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada

tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum
banyak hambatan dan

Reformasi

tantangan, baik yang berasal dari

pemerintah.

Birokrasi

masih menghadapi

internal maupun eksternal

Permasalahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat

ditinjau dari :

b
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1. Implementasi Program Reformasi Birokrasi.
Dalam implementasi Program Reformasi Birokrasi tersebut
tentunya bukan tanpa masalah atau kendala. Secara umum
masalah  yang dihadapi adalah pengorganisasian dalam

implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi.

2. Pendanaan yang tidak memadai.

Dalam konteks perencanaan dan keterhubungan kurang
antara  agenda  Reformasi  Birokrasi yang seharusnya
diarusutamakan dengan cascading rencana pelaksanaannya.
Implikasi lanjutannya adalah mekanisme pembiayaan yang tidak
ditampung dalam alokasi ke dalam pos anggaran yang bersifat
khusus. Secara keuangan Reformasi Birokrasi dilaksanakan

sebagai pelengkap dengan pendanaan seadanya.

3. Belum jelasnya pelaksanaan, kedudukan dan bentuk Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Dalam konteks pelaksanaannya, kedudukan dan bentuk tim
pelaksana Reformasi Birokrasi masih belum jelas. Lebih mendasar
dalam masalah ini, kapasitas sumber daya manusia masih lemah
sehingga tidak mampu menyusun dan melaksanakan program-
program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik, masih tinggi jumlah
Aparatur Sipil Negara yang belum memahami definisi, maksud,
dan pentingnva Reformasi Birokrasi.

Bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing
instansi masih menjadi perdebatan, apakah sebaiknya berbentuk
struktural permanen atau tim adhoc. Kedua bentuk tim tersebut
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tim ini
merupakan gabungan pegawai dari berbagai unit yang diberikan
agenda pekerjaan tambahan untuk pelaksanaan program
Reformasi Birokrasi instansi yang bersangkutan.

Tantangan besar bagi tim yang bersifat adhoc vaitu
keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi
sekaligus, yaitu sebagai fungsi yang melekat di unit induk dan .
fungsi sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi. Akibatnya,
tim adhoc hanya bekerja ketika terdapat kegiatan evaluasi yang
dilakukan oleh Bagian Organisasi Setdako.

Tantangan ,k
|
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Tantangan lainnya yaitu potensi perubahan komposisi tim
yang cukup tinggi. Perubahan tim berdampak terhadap kebutuhan
waktu bagi pegawai baru untuk memahami dan beradaptasi
terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berhubung tidak semua pegawai memahami Reformasi
Birokrasi dengan baik, adaptasi tersebut seringkali memakan
waktu yang tidak sebentar. Dari berbagai kelemahan tersebut, tim
Reformasi Birokrasi yang bersifat adhoc memiliki kelebihan yaitu
cakupan keterlibatan pegawai yang lebih luas memiliki potensi
kepemilikan program Reformasi Birokrasi yang juga lebih tinggi.

Berbeda dengan bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi
yang bersifat adhoc, tim yang berbentuk permanen struktural juga
menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama tim Reformasi
Birokrasi ini yaitu potensi semakin gemuknya struktur yang juga
berdampak terhadap semakin tingginya biaya karena penambahan
struktur baru.

Overlapping/tumpang tindih struktur.

Masalah lainnya yaitu terjadinya overlapping/tumpang tindih
antara struktur yang sudah ada di masing-masing instansi dengan
struktur pelaksana Reformasi Birokrasi. Dari berbagai tantangan
tersebut, masalah mendasar dari bentuk tim ini vyaitu tingkat
koordinasi yang sulit antara tim Reformasi Birokrasi dengan
struktur lain karena pegawai lain menilai bahwa yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya
struktur tersebut, sedangkan struktur lain merasa tidak ikut
bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi.

Hal ini tentu menjadi masalah besar karena bertolak belakang
dengan tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yaitu untuk
memperbaiki budaya dan kinerja hingga ke level individual.
Dengan demikian, agenda Reformasi Birokrasi perlu menyatu
dalam agenda kerja di masing-masing unit, bukan seolah berdiri

sendiri terpisah dari struktur yang lain.

Selain M
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Selain permasalahan diatas, terdapat juga tantangan dan
hambatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya
adalah :

1.  Peran Kepemimpinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi
Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin
dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda-agenda
Reformasi Birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak
memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi karena
birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik
sehingga birokrasi menjadi tidak netral.

Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan
ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan,
missalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan
peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini
dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-
nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam
ASN, penerapan sistem integritas yang lemah, serta kemapanan
sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP
& APIP) yang masih rendah.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah
Daerah tidak terlepas dari komitmen Walikota. Beberapa instansi
yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, Walikota tersebut memimpin langsung pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

2.  Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara mempersulit
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap
resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal
tersebut menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda
Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi
Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau

sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu

Sangat (k
)

yvang bersifat administratif.
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Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi
Birokrasi dan kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara
untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan
agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat
sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi.

Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan
kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring
upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan
karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan
kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan.

Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan
Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar

perubahan vang diharapkan dapat dirasakan.

Birokrasi yang tertutup

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan
partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan
tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal,
termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik.
Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai
kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas
dunia, birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai
aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan

dan pelayanan publik.

Dukungan Keuangan yang memadai

Beberapa Pemerintah Daerah telah berhasil memaksimalkan
kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan
terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa
program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan
dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar.

Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut
menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens
diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk
merubah budaya dan mindset Aparatur Sipil Negara agar lebih
inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih
menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang
lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan

Dan[g//

mindset Aparatur Sipil Negara.
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Dan semua itu dapat terwujud dengan dukungan keuangan
yang memadai. Ini menjadi salah satu hambatan apabila faktor
keuangan yang tidak memadai untuk pelaksanaan program yang

sudah fokus dan terarah.

Pelayanan Publik masih belum memiliki kualitas yang
diharapkan.

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana
digambarkan pada Undang Undang Pelayanan Publik, seperti
standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara
konsisten diimplementasikan.

Masalah lainnya rendahnya kompetensi petugas pelayanan,
inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-
service sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan

yang belum merata.

BAB III ...

&
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BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
A. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
Pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2023 didasarkan pada
beberapa arah kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk :
1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan;
a. meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang
tangguh berbasis ekonomi kerakyatan; dan
b. meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
a. menurunnya angka kemiskinan;
b. menurunnya tingkat pengangguran; dan
c. meningkatnya pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing sumber daya
manusia yang sehat, berakhlak dan unggul,;
a. meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan; dan
b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram
dan agamis;
a. meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
b. menurunnya masalah kesejahteraan sosial; dan
c. meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
b. terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan
melayani.
6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan;
a. meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan; dan

b. meningkatnya pemberdayaan perempuan.

b,
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Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan
pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima
tahunan guna mencapai sasaran RPJMD Kota Padang Panjang 2019-2023
secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus
mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak
diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan walktu.

Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda,
namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya.
Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan
jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
kewilayahan.

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan
menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan
untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan
penciptaan daerah-daerah unggulan.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan
strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5
(lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan

Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019)

Arah kebijjakan pembangunan pada tahun 2019 memiliki makna
strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor
penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya.
Pada tahun 2019 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan
pembangunan jangka menengah tahun 2019. Tema pembangunan pada
tahun 2019 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan”.

Melalui tema di atas, pembangunan Kota Padang Panjang
menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDM
dan peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan agar

masyarakat Kota Padang Panjang hidup lebih berkualitas, produktif dan

/'

lebih sejahtera.
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b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020)

Arah kebijakan pada tahun 2020 menitikberatkan pada peningkatan
perekonomian masyarakat dimana pembangunan Kota Padang Panjang
pada tahun 2020 berfokus pada peningkatan sumberdaya potensi
daerah dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis
Ekonomi Kerakyatan”.

Pada tahun ini pembangunan berfokus pada pembangunan pada
sektor perekonomian makro dan mikro. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan dan mengembangkan daya saing segala potensi daerah
untuk mampu berinovasi dan melipat gandakan nilai dan kegunaannya.
Sehingga produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan
produk dari luar. Sehingga perekonomian daerah dapat menjadi lebih
kuat dan tangguh.

Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan
lingkungan hidup sebagai bentuk syukur atas dan dalam rangka

keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021, pembangunan di Kota Padang
Panjang  berlandaskan pada  pelaksanaan, pencapaian dan
keberlanjutan pembangunan tahun 2020. Pada tahun 2021
pembangunan Kota Padang Panjang berfokus pada Peningkatan
kualitas SDM yang dititikberatkan pada pembangunan bidang
kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan tujuan pembangunan
tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun
2021 adalah “Terwujudnya Padang Panjang Unggul Melalui Peningkatan
Kualitas SDM”.

Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2021 yang harus
dilakukan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada tahun ini
diharapkan Padang Panjang meningkatkan kemampuan agar menjadi

Kota Padang Panjang unggul.
d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022)

Arah kebijakan pada tahun 2022, pembangunan Kota Padang

Panjang  berlandaskan pada  pelaksanaan, pencapaian dan

keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
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Pada tahun 2022 pembangunan Kota Padang Panjang
menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang lebih luas dengan
didukung oleh kualitas SDM masyarakat yang berkualitas dan aparatur
birokrasi yang handal.

Untuk mewujudkan kebijakan pemibangunan tersebut maka tema
pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah
“Terwujudnya Padang Panjang Sejahtera Melalui Peningkatan Ekonomi,
Kualitas SDM”.

Sesuai tema di atas maka pembangunan daerah dititikberatkan
pada pembangunan dalam rangka  meningkatkan = struktur
perekonomian maka peningkatan kualitas dan pemasaran produk
industri lokal dibutuhkan inovasi diantaranya pengembangan industri
kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan
investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai
distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas
dari lokal.

Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan
upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai
kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi
daerah Kota Padang Panjang dapat lebih mandiri dan mampu
memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kota

Padang Panjang.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023, pembangunan Kota
Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan
keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun
2023 ini, pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada
seluruh aspek bidang pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah
“Terwujudnya Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan
Bermartabat”.

Berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjadikan Kota
Padang Panjang sebagai kota yang sejahtera yaitu penguatan kualitas
SDM, peningkatan perekonomian masyarakat makro dan mikro yang
kuat sehingga mampu menciptakan peluang investasi yang cepat dan

mengurangi pengangguran sehingga pemerataan kesejahteraan

Arah Q//]l

masyarakat dapat tercapai.
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Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Kota

Padang Panjang, meliputi :

Dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia
Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap Aparatur Sipil Negara agar
memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu

birokrasi menghadapi era digital.

Dalam hal pembangunan infrastruktur
Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran

dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan.

Dalam hal penyederhanaan regulasi

Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal
dimana kualitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa
dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu
untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan
pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai

program yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi

Reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai
prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan
melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping
dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan
kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam hal transformasi ekonomi

Reformasi birokrasi perlu mengarahkan untuk memastikan setiap
program dan Kkegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya
kesejahteraaan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang

menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

B.(K.f
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B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi
Birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan
isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam
proses Reformasi Birokrasi.

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah
beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi
Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan
kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi,
serta globalisasi dan transformasi digital.

a. Politik dan Netralitas Birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak
bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi
juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik
dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu,
netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan
aparatur yang profesional dan kompeten.

Adanya politisasi ketidaknetralan terhadap birokrasi, membuat
birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan
rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi
sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern
pemerintah yang masih incapable dan immature, serta etika publik yang

belum terpelihara.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat
diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum
mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment.
Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi stakeholder’s
yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi.

Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-
pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses

Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu

/..

dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.
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c. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa
prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung
pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan
publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi
tidak dapat berkembang.

Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas
dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma
yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan
kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur

negara.

d. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem
berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut
kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yvang
dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi.
Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai
dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi
dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk
mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi
vang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi

yvang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.
C. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang
segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Identifikasi terhadap permasalahan reformasi
birokrasi dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang relevan
sebagai acuan untuk menentukan program prioritas di bidang reformasi
birokrasi daerah yang tepat, sehingga memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program M

/
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Program prioritas reformasi birokrasi dirumuskan berdasarkan
permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka
identifikasi dan rumusan permasalahan prioritas di bidang reformasi
birokrasi dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari
masalah.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat menjadi isu strategis dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan
pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan
ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparancy,
predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut
dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan pada
koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung
peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di
lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang belum optimal,
beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi sebagai beberapa isu
strategis antara lain:

a. penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih,
dan bebas KKN;

b. peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kota
Padang Panjang dapat dilihat dari hasil penilaian sistim akuntabilitas
kineja instansi pemerintah (SAKIP) yang dalam beberapa tahun
terakhir masih memperoleh predikat CC;

d. penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan
profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan
tepat ukuran. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan
struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area

perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan.

Penyederhanaan k
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Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan
langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang
selanjutnya diikuti dengan penetapan tata laksana dan koordinasi
lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution;

e. Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap Aparatur Sipil Negara
agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat
membantu birokrasi menghadapi era digital.

f. Pemanfaatan Teknologi
Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi,
khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para
eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses

pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus melakukan
transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang
terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis
pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan

bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.
2. SASARAN

Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas
dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif,
profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan,
kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan daerah. Atas
dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road
Map Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil
birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran
Reformasi Birokrasi. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-
2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat
tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. birokrasi yang kapabel; dan

3. pelayanan publik yang prima.
Ketig . f
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Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan
pengungkit utama dari pencapaian tujuan. Selain itu penetapan ketiga
sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran
Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan
lingkungan strategis pemerintah.

Jika dihubungkan dengan sasaran pembangunan vang terdapat di
dalam RPJMD, maka sasaran dari reformasi birokrasi ini memiliki peran
yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah, tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target
pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik.

Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra
buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia
khusunya di Kota Padang Panjang. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan
penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip
akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan -efektif,
transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum.

Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dimulai dengan
perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sasaran
pembangunan yang didukung oleh reformasi birokrasi ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik
kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga
penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan sasaran ini dapat
dilihat dari pencapaian predikat sistim akuntabilitas kinerja
pemerintah dengan nilai 80,02 (A) pada tahun 2023 dan pada tujuan
ini juga dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan
menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan.
Pencapaian pembangunan dapat berhasil dimulai dari pengelolaan

keuangan daerah yang baik dan akuntabel.
Semakin k f
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Semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan semakin sedikit
kebocoran anggaran akan semakin banyak pembangunan yang
dilaksanakan

sasaran

Keberhasilan kinerja
BPK Wajar Tanpa

langsung oleh masyarakat.
ini dilihat dari pencapaian opini
Pengecualian (WTP) pada tahun 2023; dan

b.Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.

adalah
masyarakat.

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN)
memberikan pelayanan yang maksimal Kkepada
Masyarakat saat ini mendambakan aparatur yang melayani,
keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkulitas di
tandai dengan tidak adanya keluhan terhadap pelayanan publik oleh
masyasrakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) meningkat dengan nilai 82 (baik) Pada tahun 2023.

3. KEGIATAN-KEGIATAN

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan

melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan

efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun program-program dimaksud dijalankan melalui kegiatan-

kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang

disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra masing-masing OPD

penanggung Jawab terhadap area Perubahan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan-kegiatan dimaksud diantaranya adalah :

oPD SASASAN BIROKRASI
Penanggung | Birokrasi | Birokrasi | Pelayanan
No Area Heglatan Jawab yang yang 'P\\lilikyang
bersih dag) Kapabel Prima
Akuntabel
1. [Manajemen . Pembentukan  Tim ReformasiSetdalo/Bagian J 4 J
Perubahan Birokrasi Organisasi
. Penyusunan Reoad Map Reformasi J 4 J
Birckrasi
- Monitoring dan Evaluasi Road Map J ¥ 4
Relormasi Birokrasi
. Evaluagsi Penilaian Mandiriinspektorat
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi N §] N
(PMFRE)
2. |Penataan . Pengharmonisasian,Pembulatan Betdake/ Bagian
Peraturan dan Pemantapan Konsep ProdukiHulum \*
Perundangan/De Hukum Daerzh
regulasi - Pembuatan Berita Daerah dan[Setdaka/Bagian
Kebijakan Lembaran Daerah L—[ukum {
L

-]
——
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3. [Penataan 1. Evaluagi dan Penatsan PerangkatSetdako/Bagian
OrganisasifKelem| Daerah Organisasi + o
bagaan
. Bveluasi Kelembagaan InstansiSetdako/Bagian
Pemerintah Organisasi + +
4. [Penataan  Tatall. Indeks Pemerintahan  BerbasigDinas Kominio
Laksana Elektronik v v
2. Indeks Implementasi tata kelolaDinas Keminfo
SPBE v 3
3. Pengelclean Layanan Akses InternetDinas Kominfo
dan Intranet Pemko Padang Fanjang v v
4. Pengelolaan dan Pengembangen|Dinas Kominfo
infrastruktur teknologi informasi N v
S. Penguaten Kapasitas Sumber dayalDinas Kominfo
Pengelolaan Informasi Publik N v
B. Indeks Implementasi Layanan SPBE Dinas Kominfo + +
7. Pengelolaan Padang Panjang Smarf|Dinas Kominfo
city 4 ¥
g. Pengembangan Stasiun TV Pemda |Dinas Kominfo o N
9. Persentase sistern|Dinas Korninfo
eleictronik/layanan SPBE yang telah)
menerapkan sertifika v v
elektrenik/tanda tangan digital
10. Pengawasan Internal Kearsipan Dinas
Perpustakaan 4 N
Kearsipan
11, Indeks Kearaipan Dinas
Perpustakaan 4 o
Kearsipan
12.Ketepatan Penyajian LaporanBFKD
Keuangan sesuai SAP 4 M
13.Nilai LPPD Setdalo/Bagian
Pemerintahan v M
14.Penyusunan Laporan@Setdako/Bagian
Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan + o
Daerah
15. Penyusunan Buku LKPJ Wako Setdako/Bagian N J
Pemerintahan
16, Pemetaan ketatalaksanaanSetdako/ Bagian
penyelenggaraan pemerintahat Organisast N -+
(bisnis proses)
17.Penyusunan/ perbaiken S50P|Setdako/Bagian
(termasuk SOP pengawasan danorgamaaﬂi + +
penyusunan laporan)
5. [Bistem 1. Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM -J A
Manajemen SDM 2. Sistem Penilajan Kinerja ASN BKPSDM { +
3. Penilaian ASN Berprestasi BKPSDM < Y
d. Pendidikan dan Pelatihan TugasBKPSDM
dan Fungsi bagi PNSD v v
5. Kegiatan Peninglatan keterampilanBKPSDM ) v
dan profesionalisme
5. Kegiatan pendidikan danBKPSDM o v
penjenjangan struktural
7. Kegiatan pendidikan dan pelatihanBKPSDM
prajabatan v v
‘8. Kegiatan  Penyusunan rencanaBKPSDM J y
pembinaan karie PNSD
5. Kegiatan Proses Penanganan KasusBKPSDM
Pelanggaran Disiplin PNS v v
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kenaikan pangkat otomatis PNS

10.Penataan  Sistem  adminizstrasiBKPSDM

11.Proses Pengelolaan, Pengurusan,
Pemberhentian dan Pensiun PNS

KPSDM

dolcumen dan arsip PN3

12.Kegiatan  penataan/penyelamatanBKFSDM

13, Pembangunan/pengembangan
sistem  informasi  kepegawaian,
daerah

BKPSDM

14.Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS

BKPSDM

15.Penyusunan Analisis Jabatan dan
Kelas Jabatan

Setdako/Bagian
Organisasi

16.Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Struktural

etdake/Bagian
rpanisasi

pejabat struktural

17.Uji Kompetensi Jabatan  bagiBKFSDM

ke Pemko Padang Panjang

18.Uji Kempetensi PN8 yg akan pindahBKPSDM

sistern merit manajemen ASN

19.Penerapan Kelas Jabatan dalamBKPSDM

6. [Penguatan 1. Evaluasi Kinerja InstansiSetdako/Bagian
lAkuntabilitas Pemerintah Qrganisasi
2. Penyusunan LAKIP Kota Setdalko/Bagian
Organisasi
3. Penyusunan Laporan EvaluasiSetdako/Bagian
A Organisasi
Kinerja
4, Penyusunan Perjanjian Kinerja Setdako/Bagian
Drganisasi
5. Persentase Ketercapaian IKU Kota  [Setdako/Bagian
{Organisasi
5. Evaluasi Sistem Kinegja InstansiSetdako/Bagian
Pemerintah {OPD) Organisasi
7. Persentase rata-rata ketercepaianBAPPEDA
sasaran daerah
2. Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPPEDA
7. |Pengawasan 1. level SPIP Inapektorat
2. Pelatihan Pengembangan tenaga Inspektorat

pemeriicsa dan aparatur

petngawasan

penilaian akuntabilitas kinerja

3. Pelatihan teknis pengawasan dan  [nspektorat

Pemerintah Daerah

4. Peningkatan Kapahilitas/Tata Inspektorat
Kelola APIP
[2. Opini Atas Laporan Keuangan BPKD

5. Pembangunan Zona Integrasi Inapektorat

Laporan Gratifikasi yg selesai
ditindaklanjuti)

7. Pengendalian Gratifikasi (presentaselnspektorat

Pemko Padang Panjang

3. Pencegahan pungli di lingkungan  [nspektorat

£. Penanpanan LAPOR WALI Inspektorat

Pemerksaan Khusoa di Lingkungan

Pamda

10. Penanganan Kasus Pengaduan dan |[Inspektorat

E-LHKASN yg telah selesai

11.Jumlzah wajib Lapor E-LHKPN dan  [Inspektorat

melaporkan Harta Kekayaan
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12. Persentase Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Setdako/ PPBJ
dan PP

13. Pendidikan dan Sosialisasi Layanan
Pengadaan secara Elektronik

Setdako/ PPBJ
dan PP

14. Koordinasi Aksi Anti KKN dalam

Setdako/PPBJ

penyelenggaraan pelayanan publik

penyelenggaraan Pengadaan Barangidan PP
dan Jasa
15.Peningkatan Pelayanan berstandar [Setdake/PPBJ
1S0O 9001 dan PP
Pelayanan Publik [l. Pembinaan Pelayanan Publik Setdako/Bagian
Organisasi
2. Persentase Pemenuhan jenis|RSUD
pelayanan sesuai standar
5. 3.Waktu Pelayanan  Dokumen|Dinas
Administrasi Kependudukan [Kependudukan
dan  Pencatatan
Sipil
4. Pengembangan inovasi  dalamSetdako/Bagian

Organisasi, Dinas
Kependudukan

dan Capil, RSUD

5. Peningkatan Implementasi teknologi|Dinas

dalam  pelayanan  administrasiKependudukan
kependudukan dan Pencatatan|
Sipil
6. Penyelengaaraan AplikasiDinas
LAPORISP4N Kominfo/Bagian
Organisasi

7. Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal

Setdako/Bagian
IPemerintahan

8. Instansi pelayanan publik yang

terintegrasi

PMPTSP

o)

Survei Kepuasan Masyarakat

Setdako/Bagian

Organisasi

10.Indeks Kepuasan Masyarakat padal
DPMPTSP

DPMPTSP

11.Indeks Kepuasan Masyarakat]
terhadap layanan administrasi
kependudukan

Dinas Duk Capil

12.Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD

RSUD

IV.RENCAN

#




V. RENCANA AKSI

Sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan di
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atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut :

emerinta |
OFD
No Area Indikator Kegiatan 2023 Penanggung
Jawab
ajemen 1. Reformasi 1.Pembentukan Tim|1 Dok| - - - |Setdako/Bagian
r:l:hahan Birokrasi Reformasi Birokrasi Organisasi
2.Penyusunan RoadMap{l Dok| - - -
Reformasi Birokrasi
3.Monitoring dan Evaluasi/l Keg|l Keg |1 Keg |1 Keg
RoadMap Reformasi
Birokrasi
2.Indeks PMPRB  (1.Evaluasi Penilaian| 58 | 60 62 | 64 [nspektorat
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

2. Penataan 3. Harmonisasi 1.Pengharmonisasian,Pemb| 90% | 90% |100% | 100% Setdako/ Bagian
Peraturan Peraturan ulatan dan Pemantapan Hukum
Perundangan / Perundang- Konsep Produk Hukum
Deregulasi undangan Daerah
Kebijakan 4.Indeks Reformasill.Pembuatan Berita Daerah| 90% | 90% | 100% | 100% Fetdakofﬂagian

Hukum dan Lembaran Daerah IHukum

3. Penataan S.Membentuk 1.Evaluasi dan Penataan| - 24 24 | 24 Setdako/Bagian
Organisasi/Kelem| Struktur Perangkat Daerah OPD | OPD | OPD QOrganisasi
bagaan Organisasi yané

tepat fungsi
5.1ndeks 1.Evaluasi Kelembagaan| - 24 | 24 24 |Setdako/Bagian
Kelembagaan Instansi Pemerintahan OPD | OPD | OPD [Organisasi
4, nataan Tatal7.Indeks 1.Indeks Pemerintahan| 2,65 | 2,7 | 2,85 3 |Dinas Kominfo
aksana Implementasi Berbasis Elektronik
Tata Kelola SPBE|2.Indeks Implementasi tatal 1,75 | 2 2.5 3 |[Dinas Kominfo
kelcla SPBE
3.Pengelolaan Layanan| 72 72 72 72 |Dinas Kominfo
Akses  Internet  dan| Node | Nede | Node | Node
Intranet Pemko Padang
Panjang
4.Pengelolaan dan, & B jenist jenisp jenisDinas Kominfo
Plakiiébinnisis ‘i infrastinfrastinfrast
rukturjukturrukur
infrastruktur  teknologilinfras|T1 Tl iy
informasi trukt
ur Tl
B.Keterbukaan 3.Penguatan Kapasitas| 14 | 18 | 22 24 |Dinas Kominfo
Informasi Publik | Sumber dayal OPD | OPD | OPD
Pengelolaan Informasi| OPD
Publik
2.Indeks 1.Indeks Implementasi| 2,4 | 26 | 2,8 3 [Dinas Kominfo
Implementasi Layanan SPBE
Layanan SPBE |2.Pengelolaan Padangl 12 16 18 20 |Dinas Kominfo
Panjang Smart City layan [layanajlayanallayana
an n n n
3.Pengembangan  Stasiun|I unit{1 unit|1 unit|1 unitDinas Kominfo
TV Pemda J/
4.Persentase sistern| 50% | 67% | 83% |100% [Dinas Kominfo
elektronik/layanan ‘q f
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SPBE  yang  telah
menerapkan  sertifikeat
elektronik/tanda tangan|
digital
5.Penyelengparaan 1 Keg|1 Keg |1 Keg |1 Keg [Dinas Kominfo

Persandian unuak
pengamanan  informasi
Pemerintah Daerah

10.Indeks 1.1ndeks Pengawasan; BB A A AA Dinas
Pengawasan Kearsipan [Perpustakaan
Kearsipan 2.Pengawasan Internaf| 5 7 9 11 [Kearsipan
Kearsipan OPD (OFD [OPD |OPD

3.implementasi Manajemen|60% | 70% | 80% | 90%

Kearsipan Modern dan

Handal fe-office)
4.Mengimplementasikan | 700 | 900 | 1200( 1500
digitalizagi arsip dok ; dok | dok| dok
11.Indeks 1.Ketepatan Penyajian| tepat| tepat| tepat| tepat [BPKD
Fengelolaan Laporan Keuangan
Keuangan sesual SAP
12.Indeks 1.Nilai LPPD 3,14] 3,15 3,20 | 3,25 [Setdako/Bagian
Pemerintahan Pemerintahan
Daersh 2.Penyusunan Laporan| 1Dok| 1 Dok| 1 Dolk| 2 Dok Setdako/Bagian
Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Daerah
3.Penyusunan Buku LKPJj1 bk [1bk {1k [1 bk Betdako/Bagian

Wako [Pemerintahan
13.Proses Bisnig| 1. Pemetaan 1Dak| - - ~  PBetdako/Bagian
dan Prosedur| ketatalalcsanaan Prganisasi
Operagicnal Tetapl penyelenggaraan
SOH pemerintahan {bisnis

proses]

2.Penyusunan/perbaikan |- 6 5] 7 [RBetdako/Bagian

SOP (termasuk SOH OPD | OPD | OPD Organisasi

pengawasan dan

penyusunan laporan)

5. tem i4.Indeks 1.Indeics Profesicnalitas) 72 75 78 81 BKPSDM
E:.najemen SDM |Profesicnalitas ASN| ASN

2.Bistemn Penilaian Kinerja| 65% | 80% | 90% | 1009 BKPIDM
ASBN
3.Penilaian ASN Berprestasi|lS org]15 org|15 org|15 org BKESDM
4. Pendidikan cdlan Pelatthan! S0 (50 org|SC org|50 org BKPSDM
Tugas dan Fungsi bagi org
PNSD
5. Kegiatan Peningicatan| 50 50 orglS0 org!S0 org BKPSDM

keterampilan dan; org
profezionalisine
6.Kegiatan pendidikan danf20 org20 org|20 org|20 orgiBKPSDM

penjenjangan struktural
7.Kegiatan pendidikan dani86 orgl 126 | 112 | 115 BKPSDM
pelatihan prajabatan org | org | org
15.Tata Kelola|l.Kegiatan Penyusunan| 250 | 250 | 250 | 250 BKPSDM
Manajemen ASN rencana pembinaan karirl org | org | org | org
PNSD
2. Kegiatan Proses| 100 (10D {100 [100 [BKPSDM
Penanganan Kasus| org e Pre pre

Pelangparan Disiplin PNS
3 Penatasn Sistem| 350 P50 B350 350 |BKPSDM k

administrasi kenaikan| org & '8 I8

pangkat otomatis PNS
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dalam

manajermen ASN

siatemn  merit]

4.Prases Pengelolaan, B0 orgl79 org7] org] 128 BKPSDM
Pengurusan, Org
Pemberhentian dan
Pensiun PNS

5.Kegiatan 400 | 400 HOQ0 KOG BEKPSDM
penataan/penyelamatan | files | filea file  filea
dokumen dan arsip PNS

6.Pembangunan/pengemb | 65% | 80% P0% |100% [BKPSDM
angan sistern informasi
kepegawaian daerah

7.Kegiatan Seleksil 126 | 112 (115 JjiZ8 BKPSDM
Penerimaan CPNS

16.Implementasi [1. Penyusunan Anelisis| 17 - 17 - Setdake/Bagian
merit sistom ASN | Jabatan dan  Kelas|Kelas Kelas Organisasi

Jahatan Jab Jab

2.Penyusunan Standar; - (1Dok| - |1 DokSetdako/Bagian
Kompetensi Jabatan Prganisasi
Btruktural

3.Uji Kompetensi Jabatan| 250 | 100 | 100 | 100 BKPSDM
bagi pejabat struktural | org | org | org org

4.Uji Kompetensi PNS ygi30 orgl30 orgl30 org|306 orglBKPSDM
akan pindah ke Pemko
Padang Panjang

5.Penerapan Kelas Jabatany, - |[60org] - |60 orgBKPSDM

6. Penguatan 17.Milai SAKIP L. Evaluasi Kinerja Instansi| B{65]; BB BB A Betdako/Bagian
plcantabiitas Pemerintah 70,1)| (75) |80,02[ T8RnIsasi
)
2.Penyusunan LAKIP Kota |1 Dok|I Dok|l Dok|1 Dok [Setdako/Bagian
QOrgatiisasai
3.Penyusunan Laporan 12 12 12 12 Betdako/Bagian
Evaluasi Kinerja Lap | Lap | Lap | Lap Oreanisasi
4.Penyusunan  Perjanjian| 2Dok | 2Dok | 2Dok | 2Dok [Setdake/Bagian
Kinerja Organisasi
5.Persentase Ketercapaian| 60% | 70% | 75% | 80% |Setdako/Bagian
[KU Kota Organisasi
6.Evaluasi Sistem Kinerja| 12 i6 18 20
Instansi Pemerintak OFD | OPD | OPD | OPD
(OFD)
18.Indeks 1.Persentase rata-ratal 74% | 78% | 82% | 85% [BAPPEDA
Perencanaat ketercapaian sasaren
daerah
2.Perencanaan 83% | 85% | 85% | 85%
Pembangunan Daerah
7. [Pengawasan 19.Maturitas SFIP |1.Level SPIP Level | Lave} | Level | Lave| Inspektorat
3 (3,1 3 3 3
331835367
20. Kapabilitas APIP| 1.Pelatihan Pengembangan| - [33 org] - |33 orglinspektorat
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
2.Pelatihan teknis/l6 org]l8 org20 org[22 orglnspektorat
PENgaAWASAT
penilaian akuntabil?t::l
kinerja
3.Peningkatan Level [ Level | Level | Level Inspektorat
Kapabilitas/Tata Ketola) 3 | © | 2 | 8
AFIP
21.0pini BPK 1.Opini  Ataa Laporan| WTFP| WTP | WTP | WTP IBF'KD
Keuangan  Pemerintah,

Dgerah
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2. Pelaksanaan 1.Pembangunan Zona| 3 4 4 4 {nspektorat
ingkatan 2[ dan| Integrasi opp | OFD | OFD | OPD
engendalian 2.Pengendalian QGratifikasi] 100% | 1009 | 100% | 100% [[nspektorat
Gratifikasi {presentase Laporan|
Gratifikasi yang selesai
ditindaldanjuti)
3.Pencegahan  pungll  di| 100%) 100% | 100% | 100% fnspektorat
lingkungan Pemnito)
Padang Penjang
4. Penanganan LAPOR|100%)| L00% | 10024 | LO00% Inspektorat
WALI
E.Penanganan Kasus|100%| 100% | 100% | 10096 inspektorat
Pengaduan dan
Pemeriksaan Khusus di
Lingkungan Pemda
23 Monitoring l.Jumlah wajib Lapor E-| 220 | 220 { 220 | 220 lInsp-aktorat
[ELHKPN dan| LHKPN dan E-LHKAS:J
[ELHKASN b4 telah aelesai
melaporkan Harta
Kekayasn
3. Tata, Kelola| 1. Persentase Pelaksanaan! 95% [ 95% | 95% | 95% Setdako/BPBJ
Pengadaan Barang] Pengadaan Barang dan dan PP
Han Jasa Jasa
2.Pendidikan dan| 110 110 110 110 [Setdake/BPBJ
Sosialisasi Layanan| org 6 FTE P8 gan pp
Pengadaan secara)
Elektronik
3.Koordinasi Aksi Anti KKNPBD orgIBO arg|80 orglB0 orgSetdako/BPRJ

dalam penyelenggaraan pHan PP
Pengadaan Barang dan
Jasa
4.Peningkatan  Pefayanan|1 kalii 1 kali|1 kali | 1 kali Setdako/BPBJ
berstandar 130 9001 Han PP
8 [Pelayanan Publik 24.Indeks 1.Pembinaan Pelayanam 24 24 24 24 Betdako/Bagian
Pelayanan Pulik Publik opp | OFD | OFD | OFD |y o onisasi
2.Persentase Pemenuhan| 90% | 90% | 95% |100% IRSUD
jenis pelayanan sesuai
standar
3.Waktu Pelayanan| 40 35 30 30 inasg
Dokumen Administrasiimenit menit | menit | menit []I:(Jependudukan
Hependudulkan Hlan  Pencatatan)
Sipil
4.Pengembangan inovasil 3 B ] & BSetdako/Bagian
dalam penyelenggaraan 1novaL?Dva L?Dm rimva Organisasi, Dinas
pelayanan publik si Kependudukan
dan Capil, RSUD
5.Peningkatan 1 1 l 1 Dinas
Implementasi teknologi Aplikaﬁ‘ip lika siplika :'113 lika Kependudukan
dalam pelayanan| si dan Pencatatan
administrasi Bipil
keperiduduksn
6. Penyelengaaraan Aplikasi| 50% | 60% | 70% | B0%% |Dinas
LAPORISP4N Kominfo/Bagian
organisasi
7.Pelaksanaan  Pelaporan|6 bid | 6 bid | 6 bid | 6 bid Betdako/Bagian
Pencapaian Standar Organisasi
Pelayanan Minimal 'k
8.[nstansi pelayanan| - 15 15 15 [DPMPTSF
publik yang terintegrasi layanalayanalayana
n n n ?
¢
I
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25.Hasil Survey| 1.8urvey Kepuasan| 24 R4 P4 24 Betdako/Bagian
Kepuasan Masyarakat unit ;3gnal;l;i;n&;;i:naﬂrgmaasi
Masyarakat layann n m
an
2.Indeks Kepuasan| B85 86 87 88 |[DPMPTSP
Masyarakat pada
DPMPTSP
3.Indeks Kepuasan| 88,5 | 88,6 | 89,5 | 90 |Dinas Duk Capil
Masyarakat terhadap
layanan administrasi
kependudukan
4.Indeks Kepuasan| B B A A [RSUD
Masyarakat RSUD
BABIV...

¥
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam
tingkatan lingkup unit/satuan kerja Pemerintah Daerah. Monitoring
dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan
dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan
jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari
proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung
dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi  Birokrasi
dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target
yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai
dengan target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi
Birokrasi.

b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi
untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap
area Road Map dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil
dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Instansi untuk:

1. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian
yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau
perkembangan lingkungan strategis;

2. Pengukuran  target-target kegiatan Reformasi  Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya,

3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang
kemudian hasilnya dilaporkan ke wunit pengelola Reformasi

Birokrasi.

j{ valuasi ...
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Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan
setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai
kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Kkeseluruhan
termasuk tindak lanjut hasil monitoring yvang dilakukan pada saat
pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja

sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana
reformasi birokasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja
untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan
penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau
satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang
sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan
strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh
prioritas yang telah ditetapkan;

b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung
oleh Ketua Tim Pengarah; dan

c. Evaluasi tahunan di tingkat Kota, yang dipimpin langsung oleh
Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan
keputusan dapat diperoleh dari:
a. hasil-hasil monitoring;
b. survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
c. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; dan
d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan
masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun
berikutnya.

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus
mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.
Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu
dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.
Disamping itu, bagi Pemerintah Daerah, pos Dana Alokasi Khusus
(DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang

diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada

Pemerintah Daerah. ﬁ/
Untuk.? J* /
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Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi
daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan
program jangka menengah dan tahunan. Keselarasan perlu dijaga dan
dikontrol pelaksanaannya.

BAB ka
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BAB V
PENUTUP

Pemerintah Kota Padang Panjang sangat menyadari bahwa Road
Map Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan
dengan penuh komitmen dan kerja keras serta bersungguh-sungguh.
Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang

harus tetap dibangun agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Reformasi Birokrasi juga
medorong agar manfaat keberadaan Pemerintah Kota Padang Panjang
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak untuk
terus dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan
mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu

menujukan performa/kinerjanya.

Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang
dilaksanakan melalui program-program yang berorentasi pada hasil
(outcomes). Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten
dan berkelanjutan untuk keberhasilan kinerja yang makin baik.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen
dan tanggungjawab seluruh elemen serta aparatur Pemerintah Kota

Padang Panjang.

iWALIKOTA PADANG PANJAN
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